BUPATI PELALAWAN
PROVINEI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : Kpts. 067 /DPMPTSP /2020664

KODE ETIK DAN ATURAN
PERILAKU PELAYANAN PEGAWAI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
I'lll:g_l:n Sipil, perlu menetapkan Kode Etik dan Aturan
Pr:rlllaku Fegawai Negeri Sipil, untuk meningkatkan
perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai
Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah
Republik Indonesia, kode etik merupakan landasan dalam
pelayanan dan keseharian Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Pelalawan tentang Kode Etik dan Aturan Pelayanan Pegawai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KabupatenPelalawan,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Kanmun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik [ndonesin Tahun 2011 Nomeor B2,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesin Nomor
2234);
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3, Undang.
Sipil Hgtgal::d[?_:i ]:Inmu-r 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
014 Nergns: ¢ _Ij::'::!l] “L'lﬁg:ﬂra Republik Indenesia Tahun
Indonesiq Nmnm: 5444); NE Temimran ogeen Baputile
6. g:ﬂ:qg-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
anhn rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
um 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 679},

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etile Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
S430);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):

| 9. Peraturan Menterd Dalam Negeri Momor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan
Pravinsi Riau;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan
(Lembaran Daersh Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Nomor 8);

Memutuskan :

Menetapkan

KESATU : hode Etik dan Aturan Pelayanan Pegawai [Ninas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pelalawan tercantum pada Lampiran pada keputusan ini.

KEDUA : Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dalam
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me'#““m“ tugas pelavanan publik dan kehidupan
sehari-hari bermasyarakat berpedoman pada Kede Etik
Pegawai sebagaimana tertuang dalam Keputusan ini serta
ketentuan disiplin dan Kode Etik Pegawai berdasarkan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

: Keputusan Bupati ini mulal berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tilﬂﬂﬂll 03 S-EPT-E‘T“EET 2020
e
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LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI FELALAWAN
NOMOR : Kpts. 067/ DPMPTSP/2020/664

TANGGAL : 02 Januarl

A. TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Tujuan kode etil dan aturan perilaku Pegawai DPMPTSP, adalah;

I. Menjaga martabat, kehormatan, citra DPMPTSF, dan Pemerintah Kabupaten
Pelalawan;

2. Meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja dalam mthkﬂnniijﬁfl t"g:!_i
dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Fzrunl:lﬂ-flE_' ﬂ-ﬂEﬂ :
Menderong terbentulnya Pegawai DPMPTSP yang profesional dan muw}nﬂ
Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan menciptakan
suasana kerja yang aman,nyaman, dan kondusif,

5. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga besar
DPMPTSP dan masyarakat; dan

6. Kerjasama dan kegotong-royongan.

Prinsip dasar kode etik dan aturan perilaku Pegawai DPMPTSP meliputi:

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Nilai-nilai dasar kode etik dan aturan perilaku Pegawal DPMPTSPmeliputs:

i [khias;

b. Jujur;

¢, Berdedikasi tinggi:
d Amanah;

¢ Bekerja Keras,;

f. Disiplin; dan

g. Berinovasi;

B. KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI DPMFTSP

Kode Etik dan aturan perilaku Pegawai DPMFTSP Kabupaten Pelalawan
meliputi aturan perilaku selama jam kerja, aturan perilaku terhadap penggunaan

tan inventaris kantoraturan perilaku berpakaian dinas.aturan perilaku
menjaga kebersihan lingkungan kantor, aturan penilaku menjaga keamanan dan
kenyamanan kantor, aturan perilaku mengikuti rapataturan perilaku dalam
melayani tamu, dan aturan perilaku dalam menjaga kerjasama dan kegotong-
royongan.

1. Kode etik dan aturan perilaku Pegawai DPFMPTSF selama jam kerja,
adalah :

a. Tidak membawa dan atau mengkonsumsi miras, narkotika dan sejenis
lainmya yang memabukkan di lingkungan kantor;

b. Tidak dalam keadaan/pengaruh obat-obatan terlarang dan sejenisnya;

. Selama jam kerja harus berada dilingkungan kantor kecuali ditugaskan
lain dan atau alasan lain yang disetujui oleh atasan;

d. Selama jam kerja sesuai point 3 diatas tidak diperkenankanduduk-
dudule dikantin dan atau duduk/berdiri di lobi/teraskecuali dalam
tugas menerima tamu, persiapan berpergian dan atan sedang
mm;a]ankan tugag:

e. Mengikuti apel masuk dan apel pulang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

I. Tidak melakukan aktivitas yang tidak produkil selama jam kantor
(main game, menggosip, dan lain-lain);
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. Tidak membawa makanan yang ber
bau dapat nggan
kenyamanan lingkungan lmnt-:fr; 2 SRS TN

h. Tidak melayani pedaga .
kantor UPMPTEPI,E ng dan peminta sumbangan di dalam gedung

2. Kode etik dan aturan perilaku Pegawal DPMPTSP terhadap penggunsan
perlengkapan dan fasilitas Inventaris kantor adalah:

8. Tidak memindahkan dan atau menukar perlengkapan dan fasilitas
inventaris kantor antar ruangan dan atau ke luar lingkungan kantor
kecuali seizin Kepala DPMPTSP atau pejabat yang diberi wewenang

b. Tidak menggunakan kendaman dinas kecuali seizin Kepala DPMPTSF,
dan atau yang bersangkutan telah ditetapkan untuk menggunakannya.

¢. Pepawai yang sudah menggunakan kendaran Mobil Fool DFMPTSF
harus mengembalikan kendaraannya dalam keadaan bersin,

d. Tidak menyimpan barang-barang elektronik inventaris kantor ditempat
lain diluar kantor berupa: kamera, handycam, printer, mini sound
system, infocus, layar infocus, OFS, Drone [Pesawat b:rka.rqcml dan
sejenis lainnyakecuali laptop yang telah ditetapkan pemalkainya oleh
Kepala DPMPTSF; ) )

e. mﬁ meminjamkan barang-barang inventairis kantor kepada pihak lain
kecuali seizin Kepala DPMPTSP dan tidak menyewakannya, )

f. Setiap selesai menggunakan alat elektronik inventaris kantor, pemakai
wajib mengembalikan atau merapikan pada tempatnya dan mematikan
sambungan arus listriknya; . .

g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor yang annﬁ dari
kehilangan dan atau kerusakan akibat kelalaian pemakainya.

3. Kode etik dan aturan perilaku Pegawai DPMPTSF berpakaian dinas

adalah

a. Pegawai DPMPTSP wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Homor 68 Tehun 2015 tentang Pnlmiﬂ.n Dinas P:g_a.wm Negeri Sipil
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerahyang
dipertegas dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan

Nomor 061/0RG,/2016/129, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Daerah; :
b. Bagi pegawai pria dalam berpakatan PDH yang her}ugu dan atau
LINMAS wajib memasukan bajunya, memakai 1kat pinggang warna
hitam,memakai sepatu warna hitam , serta memakai Topi LINMAS
khusus pada saat mengikuti apel, _

. Pegawai wanita dalam berpakaian FDH yang berlogo dan ats:u pajmum
LINMAS disesuaikan dengan model pakaian yang telah ﬂ.latu.rl_'.rmtu
berilbab bagi yang berjilbab dan ataumemakai topi LINMAS bagi yvang
tidak berjilbab serta memakal sepatu warna hitmu:

d. Pegawal yang memakai PDH Putih, memakai celana warna gelap boleh
memasukkan bajunya dan atau dikeluarkansesuai dengan model
pakaian yang telah ditentukan;

e, E-erpal-r.ﬂil.;n HIi?'l;‘JH Batik dilengkapi dengan lambang KORFPRI, papan
nama, tanda pengenal setelah kegiatan olah raga pada hari yang
ditentulan ; ) _

f. Berpakaian Melayu lengkap pada hari yang ditentukan dan bag
pegawai pria harus dilengkapi dengan memakai peci, kain samping,
bersepatu, dan dilengkapi dengan memakai papan nama, tanda
pengenal, dan lambang KORPRI;

g Berpakaian Batik KORPRI wajib dilengkapi dengan memakai peci hitam
nasional dan celana biru dongker atau hitam;

h. Khusus pakaian pegawai wanita harus memakai pakalan yang sopan,
bahan dasar tidak tipis, tidak terlalu ketat, dan panjang rok sampai
dibawah |utut.
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1. Eﬁlmt}a jam kerja, dalam berpakaian dinas harus melengkapi
pakaiannya dengan memakai Lencana KORPRI, papan nama
pegawai,dan tanda pengenal;

4. Kode otik dan aturan perilaku PegawaiD PMPTSP dalam menjaga
kebersihan lingkungan kantor adalah:

a. Pegawai DPMPTSP wajib menjaga keberaihan di dalam lingkungarn
ruang kerjanya dan di luar ruangan Kkerjanyadan atau di lingkungan
gedung Kantor; .

b. Pegawai DPMPTSP yang sedang merokok didalam ruang kerja/gedung -
kantor maupun diluar/halaman kantor wajib membuang abu dan atau
puntung rokoknya ke dalam asbak rokok dan atau bak sampah yang
telah disediakan.

c. Pegawai DPMPTSP dilarang merokok pada ruangan yang ftelah
ditentukan yakni Ruang Rapat Kemandirian, Ruang Rapal
Pembaharuan, Ruang Kepala DPMPTSP, Ruang Rapat Teknopolitan,
Ruang Rapat Inovasi, dan Mushalla. ,

d. Membuang sampah [sisa makanan, kemasan makaqan,i'mmuma_n, dan
atau kertas kerja) di tempat sampah yang telah disediakan,;

e. Menegur setiap orang yang membuang sampah dan atau membuang
abu dan puntung rokoktidak pada tempat yang telah disediakan.

5. Kode Etik dan AturanPerilaku Pegawai DPMPTSP menjaga keamanan
dan kenyamanan lingkungan kantor meliputi:

a. Tidak menghidupkan mesin kendaraan terlalu keras disekitar kantor,

b. Tidak menghidupkan perangkat audiovisuakterlalu keras yang dapat
mengganggu pegawai atau tamu lainnya;

c. Pada saat jam kerja/istirahat tidak melakukan aktivitas yang
menimbulkan suara yang mengganggu acara rapat, ibadah sholat
geperti: tertawa mengeluarkan suara keras, berbicara dengan nada yang
keras, bersorak-sorak, dan memanggil-manggil seseorang dengan suara
vang lantang;

d. Pepawai yang terakhir meninggalkan ruangan pada jam pulang wajb
memeriksa dan mematikan alat listrik dan elektronik seperti AC, lampu,
komputer, printer, kipas angin, dispenser, dan lain lain.

6. Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai DPMPTSP mengikuti rapat
adalah:

a. Setiap Pegawai DPMFPTSP wajib mengikuti rapat yang ditentukan
kecuali ada penugasan lain dan atau izin dari pimpinan rapat;
b, Pegawai DPMPTSP mengikuti rapat dengan penuh perhatian, aktif,
fokus, dan memberikan kontribusi;
¢. Hadir tepat waktu;
d. Dilarang membuat aktivitas lain yang dapat menggangul jalannya rapat;
e, Dilarang memutus/memotong pembicaraan pimpinan dan atau perserta
rapat yang sedang bicara kecuali telah diberikan kesempatan;
. Dilarang menghidupkan HP dengan nada dering yang dapat menggangu
jalannya rapat (nada dering kondisi senyap);
g. Dilarang menerima telepon atau menelepon dengan  suara  yang
keras/lantang schingga menggangu kenyamanan rapat, kecuali diminta
X %‘;‘1:1“:'* menghubungi seorang oleh pimpinan rapat/moderator;
- ang meninggalkan ruangan rapat tanpa seizin pimpinan rapat,

.!u Dilﬂ.rﬂ.ﬁg 1 EEﬂ H 1 I’ LS

NYMVTVTEd ILVdNE NVSNLAdEA
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7. Aturan Perilaku Pegawni DPMPTSP dalam melayani tamu adalah:

a. Setiap Pegawai DPMPTSP wajib bersikap sopan dan ramah kepada
tamu.

b. Melayani tamu dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya; .

c. Mengarnhkan dan atau mengantarkan tamu ke Pejabat atau Personi
yang dituju.

8. Aturan Perllaku dalam menjaga kerjasama dan kegotong-royongan
adalah:

a. Setiap Pegawai DPMPTSP harus peduli terhadap seluruh pekerjaan dan
aktivitas di lingkungan DPMPTSF; : Gk s

b. Setiap Pepawai DPMPTSP bersedia membantu pekerjaan fain &
tugasnya jika diminta dan dibutuhkan. ‘

c. Setiap Pegawai DPMPISP bersedia ?ek:uaaam& dgnmtaﬁdak
menolak/memilih di tempatkan di dalam Tim Work yang di plkan
Kepala DPMFTSP. o

d. Setiap Pegawai DPMPTSP harus memberikan kontribusi kepada Team
work-nya.

C. PENEGAKAN KODE ETIK DAN ATURAN FERILAKU

1. Setiap Pegawai DPMPTSP yang terbukti melanggar Kode Etik ldar} Aturan
Perilaku dengan sengaja dan atau berulang-ulang setelah diperingatkan
secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsungnya, maka akan
dikenakan sanksi moral secara tertulis oleh atasan lansungnya dan atau
olehKepala DPMPTSP atas laporan atasan langsungnya;

2. Betuk Prilaku Kode Etik Pelayanan:

a. Hak Petugas Pelayanan

1. Mendapatkan Update perundang-undangan serta peraturan terbaru
terkait masalah Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
Fintu.

2. Mendapatkan Bimbingan Teknis, workshop dan pelatihan terkait
tugas pelayanan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

3. Mendapatkan hak akses yvang sesuai dengan tugas dan wewenangnya
di pelayanan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,

b. Kewsajiban Petugas Pelayanan

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.

Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Melaksanaakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

. Membentu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung
jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

c. Larangan Petugas Pelayanan

Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dm'l{nrl'lina[:if dﬂ]ﬂ_‘[ﬂ melakulkan PEIEJ"H.'I'!H.H.

Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun,

Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau
dokumen.

LR R

BN
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Mendapatkan sanksi hukum sesual dengan peraturan yang berlaku.

e. Penghargaan Petugas Pelayanan
Penghargaan berupa ucapan terimakasih,

I. Kode Etik Petugas Pelayanan

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya.

2. Menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh DPMPTSP.

3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas
atau pegawai lain saat melakukan pelayanan.

4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan.

5. Tidak makan saat melakukan pelayanan.
6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.

3. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku terdiri dari 3
klasifikasi yaitu:

a. Pelanggaran ringan, yaitu melanggar:

Huruf B Angka 1 huruf g dan huruf b;
Angka 2 huruf b, huruf ¢ dan huruf f;
Angka 3 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e;
Angka 4 huruf b, huruf d, dan huruf e;
Angka 5 huruf a dan huruf b;
Angka 6 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, dan huraf i;
Angka T huruf b dan huruf ¢;

Angka 8 huruf b.
b. Pelanggaran sedang, yaitu melangpgar:
Huruf B Angka 1 huruf ¢, huruf d, dan huruf f

Angka 2 huruf a dan huruf d;

Angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf §;

Angka 4 huruf c;

Angka 5 huruf ¢, dan huruf d,

Angka 6 huruf a, huruf g, dan huruf h;

Angka 7 huruf a;

Angka 8 huruf a, hurul ¢ dan huruf d;
dan atau tidak mengindahkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari
atasan langsung;

c. Pelanggaran berat, yaitu melanggar:

Huruf B Angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf ¢;

Angka 2 huruf e dan huruf g

Angka 3 huruf a;
dan atau dengan sengaja tidak mengindahkan teguran tertulis sebanyak
3(tiga) kali dari Pejabat Eselon Il yang bersanghutandan atau Kepala
DPMPTSP.

4. Sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik :

d. Sanksi moral, terdiri dari 3 (tiga) Klasifikasi vaitu:

1. S8anksi Ringan, yaitu pelanggaran ringan dengan tahapan penerapan
sanksi sebagai berikut: tahapan pertama melakukan teguran lisan
oleh atasan langsung schanyak 3 (tiga) kali dalam kesalahan vang
sama, namun pegawai yang bersangkutan tidak juga melakukan
perubahan, maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu
melakukan teguran tertulis sebanyak 3(tiga) kali pada kesalahan
Yang sama;

2. Banksl Sedang, yajtu untuk pelanggaran  sedang dengan
iahapanpenerapan sanksi sehagal berikut;yaitu setelah 3 [(bga) kali
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'IEEE'-:mn tertulis dari atasan langsung tidak diindahkan, maka Pejabat

selon Ill [untuk Pegawai PNS/CPNS/Honorer non Eselon] dan atau

E‘-‘“"‘a‘ Eselon Il (untuk Pegawai PNS Eselon IV dan Kepala/pegawai

PTD] yang bersangkutan melaksanakan teguran secara lisan
sebanyak 3(tiga) kalikepadn pegawai yang melakukan pelanggaran
dengantenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja, danjika pegawai
yang besangkutan tidak juga mengindahkan, maka tahapan
selanjutnyadilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga] kali, namun
tidak juga mengalami perubahan, maka direkomendasikan oleh

Pejabat Eselon 11l yang bersangkutan kepada Atasan Lansung (Eselon
IV] dan atau Pejabat Eselon Ii kepada Atasan Langsufig (eselon I1I)
yang bersangkutan agamnilai SKP Pegawal yang bersangkutan
diturunkan.

3. Sanksl Berat, yaitu untuk pelanggaran beral yang dilakukan oleh
Pegawai DPMPTSP berupa pelanggaran Kode Etik dan Aturan
Perilaku Pegawai yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian
materialdan moral dan martabat Korps OPMPTSP secara khusus dan
atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan SEcara umum, maka
tahapan penerapan sanksi sebagai berikut: tahap pertama Kepala
DPMPTSP memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai
keterangan. Setelah dilakukan poses pemeriksaan ternyata pegawal
yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat,
makatahap kedua kepada Pegawal yang bersangkutan diberikan
peringatan keras sccara tertulis, danapabila yang bersangkutan
masih melakukan pelanggaran yang sama, maka tahapan berikutnya,
Kepala DPMFTSF dapat memberikan sanksi administratif berupa:

% Penurunan nilai SKF;

% Menunda kenaikan gaji berkala;

% Menunda kenaikan panghat;

» Menunda promosi jabatan;
%+ Diusulkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, khusus untuk

pegawai satatus CPNS/PNS yang melakukan pelanggaran berat

diturunkan pangkatnya setingkat;
% Bagi Pegawai Honorer di berhentikan

atau pemutusan kontrak kerja

Etik dan Aturan Perilaku Pegawai dapat

administratiil berupa penurunan n
tahun dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usulan

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan atau promosi jabatan
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:

e. Pemyataan secara tertutup,disampaikan oleh Kepala DPMPTSF;
f. Peryataan terbuka, disampaikan oleh Hepala DPMPTSP atau Pejabat
Feelon 111 lain yang ditunjuk.

6. Pernyataan secara tertufup s€
hanya diketahui olehPegawai
DFPFMPTSF,

7. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimalksud pada ayat(2) huruf b
disampaikan melalui forum-forum rapat rutin, dalam apel masuk dan atau
apel pulang, ditempelkan pada papan pengUmuIman resmi dan atau di
forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

g. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atail terbuka mulai
berlaku pada saat disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Pegawai
DPMFTSPyang melanggar Kode Etik danAturan Perilaku DPMPTSP.

imana dimaksud pada ayat {2) huruf a
DPMPTSPyang bersangkutan dan Kepala
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D. PEMERIKSAAN PELANGGARAN

1. Unsur-unsur pelanggaran vang akan dilakukan PEITIEI‘ZIEM

Dugnan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai hanya dapat
diajukan ke Kepala DPMPTSP setelah Pegawai DPMPTSF yang diduga
melakukan pelanggaran telah memenuhi salah satu unsur berikut:

a. Pegawai DPMPTSP yang melanggar Kode Etik dan Aturan Perilaku
Fegawai telah dilakukan pembinaan oleh atasan lansung dmﬁﬂfﬁ:ﬁ
bersangkutan bertugas, namun yang bersangkutan tidak me
perubahan dan tetap mengulangi perbuatannya, maka atasan
langsungnya dapat mengusulkan kepada Kepala DPMPTSP;

b. Pegawai DPMPTSP tertangkap tangan oleh  Kepala
DPMPTSP/ Sekretaris; Kabid/Kasubbid/Kasubbag dan disaksikan oleh
bebernpa Pegawai DPMPTSP sedang melakukan pelanggaran berat yaitu
pelanggaran Pasal 6 point (1] dan point (2) serta Pasal T point [3) Kode
Etik dan Aturan Perilaku Pegawai DPMPTSF; atan _
¢. Dugaan pelanggaran Kode Etikdan Aturan Perilaku Pegawai DPMFTSP
vang dilakukan Pegawai DPMPTSP secara terang-lerangan dan telah
mendapat perhatian Pegawai DPMFTSF dan masyarakat lainnya.

. Tatacara Pemeriksaan : ;
1. Setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat dan atau Pegawal
DPMPTSP terhadap pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawail
oleh salah seorang Pegawai DPMPTSP, maka atas perintah Kepala
DPMPTSF, Atasan Lansungnya wajib memeriksa terlebih dahulu
Pegawai vang bersangkutan dalam tenggang waktu waktu 5 [lima) hari
kerja  terhitung sejak perintah Kepala ~ DPMPTSP, dan
hasilnyadilaporkan kepada Kepala DPMPTSP selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setelah habis masa 5 (lima) hari kerja waktu yang
diberikan Kepala DPMPTSP kepada Atasan Lansung pegawai yang
bersanghkutan untuk melalkukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan oleh atasan langsung terhadap Pegawai DPMPTSP bukan
Pejabat Struktural yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Aturan Penilaku, maka dilakukan secara tertutup dan dihadiri
Sekretaris DFMFTSF serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

3. Pemeriksaan oleh atasan langsung terhadap PNS Pejabat Struktural
Eselon IV yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan
Perilaku Pegawai, maka dilakukan secara tertutup dan dihadiri Kepala
DPM F':I‘SF serta Sckretaris DPMPTSP;

4. Pemeniksaan oleh Kepala DPMFPTSP terhadap PNS Pejabat Strukitural
E:qlun m }'aﬁgd -}E}::g:a melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan

« A 1 ukan seca = 1 & i
DFIMﬂakF'TSu % ra tertutup dan dihadid oleh Sekretaris

5. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan keteranga '
Pegawai DPMPTSPyang bersangkutan, saksi, dan ;lllgt bukti lain nyl;, dan

6. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1);

b *:eﬁlﬂiﬂﬂ-ﬁﬂ“ﬂﬂ }"':]ﬂﬂg memeriksa dapat memberikan tanggapan

. alasan dan mentasi iksaan :

" DFMF"I‘S_F selaku hawaha.nml:lg;:i; dan N e
- Sekretaris atau Kasubbag Umum dan Ke waian ;

pemenksaan mencatat E-c!lsl.n |'J:||r:ng.-amr;i|::Ii'l|;“f31--,ﬂ:=1 tﬂngﬂﬁnﬂihﬂd“dﬂm

;{m-ﬂ:fxmﬂﬂmm. yang disampaikan oleh Pegawai DFL{PFQg Tf.;;

Pﬁmtﬁkaeplﬂ,n_l-lpun keputusan  atasan langsung yang melakukan

7. Tanggapan, pendapat, alasan : ;
ayat (6) point a bersifat mﬂifaﬂ Argumentasisebagaimana dimaksud
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Kepaln DPMPTSP mengambil keputvsor sty Zo00c i,

B engan bukti-bukti, dan laporan hasil pemeriksaan
DPMPTS;"EUHE. serta mendengarkan pembelaan diri dari Pegawal

9. Ke vang disangka melanggar Kode Etik dan Aturan Perilaku.

. Keputusan saksi yang dijatubkan kepada Pegawai DPMPT3P yang
bersangkutan dan telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSPhersifat

final.

3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi
a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan aanksi pelanggaran ringan dan
sedang adalah:

1. PejabatStruktural Eleson IV bagi Pegawai DPMPT P yang menduduki
Jabatan Fungsional Umum, Calon Pegawai NegeriSipil dan Pegawai
Honorer di lingkungannya berupa teguran lisan dan atau teguran

£ menduduki Jabatan

tertulis.
1 bapi PNSyan
dan atau teguran

2. Pejabat Struktural Eselon
Eselon IV di lingkungannyaberupa teguran lisan

tertulis. ]
PNS yang menduduki ja

3. Kepala DPMPTSP bagi
Kepala UPT dan Pejabat Fun Tertentu dili

berupa teguran lsan dan atau teguran tertulis.
' b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggamn beratberupa
sanksi administratif kepada Pegawal DPMPTSP yang melakukan
pelanggaran Knde Etik dan Aturan perilaku adalah Hepala DPMPTSP
dan Sekda Kabupaten Pelalawan khusus untuk PNS Kabupaten
Pelalawan. Sedangkan untuk Pegawai Homorer pemberian sanksi
administratif hanya dilalkukan oleh Kepala DPMFTSFE.
¢ Apabila pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan sanksimoral
sehagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2] maka pejabat yang
berwenang tersebut akan dijatuhi hukumarn disiplin oleh atasannya.
4. Keputusan Kepala DPMPTSP dapat menjadi pertimbangan pejabatyang
herwenang  (Sekretaris Dacrah) dalam menjatuhkanu‘.ndaka.n
administratif sebagaimana diatur dalam Feraturan Perundang-

Undangan.

E. REHABILITASI
1. Pegawai DPMFTSF yang tidak terbukti melakukan pelanggaram Kode Etik
perdasarkan keputusan hasil pemeriksaan direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi sehagaimana dimaksud angka 1 diatas ditetapkan dengan
gurat Keputusan Kepala DPMPTSF dan disampaikan melalui rapat-
DPMPTSP, dalam apel masukdan apel pulang di

rapatresmi di lingkungan
lingkungan DPMPTSP, dan atau papan pen gumuman Kantor DPMPTSP,

F. PENGAWASAN DAN BERAKHIRNYA SANKSI
1. Pejabat Eselon IV dan Eselon Il wajib melakukan pengawasan terhadap
penerapan sanksi yang diberikan kepada Pegawai DPMPT3FP yang
melanggar kode etik.
2 Masa berakhimya ganksi yvang ' a Pegawai DPMPTSP yang
terkena  sankal apabila yang bersangkutan tidak lagi melakukan
ik dan membuat surat pernyatian tertulis berjanji

apcara bemunguh-sungguh tidak akan melakukan pelanggaran Kode Etik

dan Aturan Perila
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LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : Kpts, 067/DPMPTSP/2020/664
TANGGAL : 02 Januari 2020

Contoh Surat Panggilan

EIFAT RAHASIA
SURAT PANGGILAN
Im : CE IR PS B2 L]

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :
Nama -
NIF

Pangkat
Jabatan

Untuk menghadap kepada Kepala DPMPTSP/ Sekretaris/Kabid/
Kasubbid {Kasubbag *]

Hari :

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk diperiksa/diminta keterangan*] sehubungan dengan dugaan
pelanggaran berat terhadap kode etik

2. Demikian untulk dilaksanakan.

Pangkalan Kerinci, .......; «ooeeseai. 202,
PEJABAT YANG MEMANGGIL

NIP

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DPMPTSP/Sekretaris®]
2. Atasan Lansung yang bersangkutan

* Coret yang tidak perlu
**)  Tulisan ketentuan Pasal dan ayat yang dilanggar.
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Pada harl ini ... tAnggal..........e bulan ..o tahun

Nama
NIF

Pangkat

Jabatan
Karena yang bersangkutan diduga telsh melakukan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan ...**)

1. Pertanyaan
Jawaban
2. Pertanyaan:
jawaban
e ' ini k dapat digunakan
Demildan Berita Acara Pemeriksaan ini Dibuat untuk dapat digu
bagaimana mestinya.
= ) ’ Pangkalan Kerinei, ..., crriesssssssisses 20Z......
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PELALAWAN
NAMA
NIP
Tembusan Yth
Coret yang tidak perlu

Tulisan ketentuan Pasal dan ayat yang dilanggar,
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C. ontoh Pen' ian Rekomendasl Pejabat lon III

Kepada Yth :
Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

di-
Tempat

SIFAT RAHASIA
REEKOMENDASI SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG
HOMOT § sansssnnsasasrasns

| Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Selretaris/Kepala Bidang
............... *) sebagai berikut :

Pada hari ......... tanggal ..o gekretaris/Kepala Bidang ..o *Jtelah
memeriksa Saudara :

Nama

Pangkat

Jabatan

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*)
melalukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Fasal... ayat (-)*"]

beErupa... ..o ..
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Rar ... Tanggal .......Tahun 202..
Kami selaku Sekretaris/ Kepala Bidang ...ococoeeeeie * telah memutuskan

a Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan tertutup)/terbuka’)
karenamelanggar ketentuan Pasal .....- ayat ..} *¥) yaitu ...

b. Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-
undangan, berupa:

L

EaNTTEETEL
L

-.F 3
9. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanhmlmural,
bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaanpegawal yang
bersangkutan. _ _
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestinya sesuai peraturan peru ndang-undangan.

Pangkalan Kerinci,...-- PO L L 202..

SEKRETARIS/ KEPALA BIDANG. ccvooceeniomies |
DEMPTSP KABU PATEN PELALAWAN

Tembusan Yth :

Coret yang tidak periu
+#)  Tulisan ketentuan Pasal dan ayat yang dilanggar.
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NOMOR : 890/ DPMPTSP-S/.../202../...
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI H'DEAL,J' ADMINISTARTIF
mm Eﬁunm L T T P TN P P TS R L]
Menimbang :a,

bahwaberdasarkan hasil relkomendasi Sekretaris/Kepala

Bidang.....*)Nomar:......... tanggal........ 20.. Sekretaris/Kepala
Bidang.......*) telah melakukan langkah-langkah pembinaan dan
pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku

Pegawai yang dilakukan olch Snudam .......... FIRE | | TR
Jabatan

b. Bahwa rekomendasi Sekretaris/Kepala Bidang tanggal
........... eees 20, Saudara terbukti melakukan perbuatan yang
meianggar ketentuan Kode Etik Pasal

..... ayat (..Jdan
memutuskan untuk menjatuhkan Sanksi Moral/ Administrasi *)
berupa :

1) .
DY cmavsurainrratanres shsa snnsTEaR T b A S S AR A i R R
Dst

¢. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b,perlumenetapkankeputusanpenjatuban
sanksimoralkepada Saudara......... yangherupapemyataan
tertutup/ terbuka*|;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;

2. Peraturan ptmfrjnmh Homor 42 Tahun2004;
B B e e e

4, Peraturan Bupati Fela.lawan Nomor ....... tahun 20_.;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Menyatakan Saudara :
Mama
NIP

Pangkat ;
Jahatan ¢

Terbukti Melanggar Kode Etik Pegawai DPMPTSP sebagaimana
ditentukan dalam Fasal 3 ayat

(..)berupa.
KEDUA
KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untulk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pa.ngkalan Ken.nnl,

Pada tanggal.... oy
KEFALA DPMPTSP

HABUPATEN PELALAWAN

1
Tembusan : dmnmpa:lmn kepada Yth:
v —— .+ A8t
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1 n Pa e,
Tmhgfrﬁw

SIFAT RAHASIA
BERITA ACARA
PENYAMPAIAN SANKSIMORAL BERUPA PERNYATAAN
SECARATERTUTUP / TERBUKA®)

Pada hari ini ............ Tanggal ............. BUIAN ........... TARUA ccoviacirneny

Mama :

NIP :

Pangkat,Gol Ruang

%:Elmnmﬂlrampaihm keputusan .......... NOMOC ... Tanggal ':‘er::i:g
penjatuhansanksi moral berupa permy secara t:rtuluFé ﬂni; :
*|yangtelahdibacakan terbuka pada tanggal ...... Bulan ..... Tahun ...... empa
.... Dalam acara ...."™) kepada :

Nama :

NP ¥

Pangkat/ Col.Ruang _

‘mw Berita Acara I-}EI'.I.E'BI:H:FE."IHJ'I- secara tertutup)/terbuka ini dibuat iniagar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Yang Menyerahkan
Hﬁ : Nama

NIF - NIP

Tanda Tangan: Tanda Tangan @

Catatan :

ih salah satu.
:j‘l gihg!lmﬂ yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka
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Menimbang :a.bahwa berdasarkan hasil

Mengingat -

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

DPMPTSP

" §. Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Rehabilitasi Nama Balk Pegawai

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 800/DPMPTSP-S/.../202../...

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK
KEPADA SAUDARA ....ooovoriimainers srinmmrmsnaanas

rekomendasi Eekretari_s;’l{tpaln
.......... tanggal........ 20.. Sekretaris/Kepala
Bidang*) ........ telah melakukan langkah-langkah pﬂmgmaa-ﬂml::aa:
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode  etik dan a e
perilaku pegawai yang dilakukan oleh Saudara ...
................ Jabatan . gresm ;B[dang -
b. komendasi Sekretaris/kepala B
Bﬂhwnmiﬂ Saudara tidak terbulti melakukan
perbuatan yang melanggar tentuan kode etik dan Aturan
ilaku wai DPMPTSP. 1 i
. l:lEI!-E:hﬂwmn htmmgﬂmrm pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rehabilitasi
nama baik;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun2004;

g. Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor : EED,#DPh:[F’I‘E'rP-SIF %ﬂlﬁ s
tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai DPMPTS
Kabupaten Pelalawan

4. Berita Acara Hasil

...........................
-------------------------

MEMUTUSKAN :

: Hmj;atskan Saudara,

Hama '
HIP

Pangkat
Jahatarn

Tidak terbukti melangegar kode etik dan aturan Pegawai DPMPTSP
Pegawai DFMPTSFE.

dimakiumi.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal

HEFALA DPMPTSP
KABUPATEN PELALAWAN
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Ditetapkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal .........corrrememsmrorserarsemanes

KEPALA DPMFTSE
KABUUPATEN PELALAWAN

31| A

Tembusan !
1. Yang bersangkutan
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